PERAMPASAN HAK MILIK EKS-PEJUANG : 

Kasus Penyitaan Perkebunan NV. Seketjer Wringinsari 

oleh Militer Tahun 1966-2000 by andy, prasetya
PERAMPASAN HAK MILIK EKS-PEJUANG :
Kasus Penyitaan Perkebunan NV. Seketjer Wringinsari
oleh Militer Tahun 1966-2000
Skripsi
Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana









Drs. Supriyo Priyanto, M.A
NIP. 131 252 962
LEMBAR PENGESAHAN
Diterima dan disahkan oleh
Panitia Ujian Skripsi Program Strata – 1
Jurusan Sejarah Fakultas Sastra
Universitas Diponegoro
Pada Hari : Rabu
Tanggal : 12 November 2008
             Ketua                                                                            Anggota I
Dr. Agust Supriyono, M.A.                                         Drs. Supriyo Priyanto, M.A.
NIP. 131 672 470                                                        NIP. 131 252 962
           Anggota II                                                                    Anggota III
Drs. Eko Punto Hendro, M.A.                                     Dra. Tri Handayani, M.Si.
NIP. 131 602 712                                                        NIP. 131 993 883
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
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new paths.
– Walt Disney –
Simpan di tempat teduh, jangan sampai terbakar angkara atau tergenang air mata. Biarkan menjadi
kata-kata  lembut,  yang  bertenaga  yang  bara  sekaligus  menyimpan  lautan  cinta.   Rawat   dan
kibarkan atas nama Yang Maha Puisi.
– Hasta Indriana –
Kun Fayakun
– Q.S. Yaa Siin : 82 –
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bapakku, keluargaku, sahabat-sahabatku, dan
Almamater.
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INTISARI
Skripsi ini berjudul  “Perampasan  Hak  Milik  eks-Pejuang  :  Kasus  Penyitaan  Perkebunan  NV.
Seketjer Wringinsari oleh Militer Tahun 1966-2000”. Adapun permasalahan yang disajikan dalam
skripsi ini adalah bagaimana latar belakang historis perampasan dan  penyitaan  lahan  perkebunan
NV.  Seketjer  Wringinsari   milik   para   eks-pejuang.   Bagaimana   pula   peran   mereka   dalam
membangun NV. Seketjer Wringinsari, dampak yang  ditimbulkan  setelah  terjadi  penyitaan  dan
upaya mereka untuk mendapatkan kembali haknya yang telah dirampas oleh militer.
Penulisan skripsi  ini  menggunakan  metode  sejarah  kritis.  Pendekatan  yang  digunakan
adalah  pendekatan  sosial  politik,  guna  mengetahui  keterkaitan  tuduhan  politik  dalam   proses
penyitaan dan perampasan serta upaya para eks-pejuang untuk memperoleh keadilan.
Para   eks-pejuang   yang   terpaksa   didemobilisasikan   oleh    Pemerintah,    lewat    Biro
Rekonstruksi Nasional  (BRN)  telah  berhasil  membangun  kembali  perkebunan  eks-NV.  ICHR
dengan status perusahaan mandiri NV.  Seketjer  Wringinsari.  Keberhasilan  tersebut  nampaknya
membuat kecewa pihak Perwakilan Departemen Urusan Veteren Republik Indonesia (PEDUVRI),
yang  merasa  perkebunan  harus  tetap   dibawah   lingkungan   veteran,   karena   sebagian   besar
pengelolanya adalah eks-pejuang. Rasa kecewa mereka terekspresikan dalam intrik internal  tahun
1961, berupa usaha untuk menguasai perkebunan. Namun usaha tersebut gagal.
Adanya  peristiwa   G30S/PKI   dimanfaatkan   oleh   oknum-oknum   PEDUVRI   sebagai
momentum  untuk  mencoba  menguasai  kembali  perkebunan.   Dengan   menyalahgunakan   SK
Pangdam VII/Diponegoro No. KEP-PPD/00 102/7/1966, mereka menuduh seluruh karyawan  dan
buruh  perkebunan  terlibat  G30S/PKI.   Akibatnya   perkebunan   dikuasai   oleh    militer,   yang
kemudian mendirikan PT. Sumurpitu Wringinsari. Dibawah  pengelolaannya  perkebunan  dibawa
ke jurang kehancuran. Walaupun tidak berhasil memperbaiki kondisi  perkebunan,  anehnya  pada
tahun 1988 PT.  Sumurpitu  Wringinsari  berhasil  mendapatkan  perpanjangan  Hak  Guna  Usaha
(HGU).
Tuduhan   terlibat   G30S/PKI   tidak   hanya   menyebabkan   perkebunan    hancur,    para
eks-pejuangpun mengalami nasib tragis. Mereka dikejar,  ditangkap,  bahkan  ada  yang  terbunuh.
Selain hak miliknya dirampas, dipenjara mereka  disiksa  fisik  dan  mentalnya,  bahkan  ada  yang
dibuang sampai Pulau Buru. Status  Eks-Tapol  (ET)  yang  mereka  dapatkan  setelah  keluar  dari
pejara membuat mereka harus menanggung penderitaan hingga kini.
Beberapa  upaya  untuk  mendapatkan  kembali   hak   perkebunan   yang   dirampas   telah
dilakukan, antara lain melalui jalur mediasi di tahun 1980-an  dan  jalur  hukum  di  era  reformasi
(2000). Namun demikian, hingga kini mereka masih harus menunggu keputusan hukum tetapnya.
